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Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ildim usaha di bidang perdagangan )rang
kondusif, p€rlu dilakukan upay" pembinaan dan pengalvasan )ang
dalam pelaksanaannya mewajibkan kepada sdiap orang atau badan
).ang melakukan kegiatan usaha perdagarpan ters€but untrk
mendapatkan tjin dan mendaftarkan usahanya torlobih dahulu dari
Pemerintah Daerah;

b. bahwa unfuk melaksanakan pembinaan dan pengarrasan tersebut dalam
huruf a, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena ihr
p€rlu mengafur perijinan dan pendaftamn usaha di bkfang perdagangan
dengan Perafuran Elaerah.

Mengingat : 1. Undang-urdang Perafuran PErusahaan (Bodriifsreglementeings
Ordonantie Tahun 1934, Staabblad 1938 Nomor 86);

2. Undang+ndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
lGbupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor ail);

3. Undang-$dang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2692);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 bntang Penetapan Perahtran
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nornor 31) meniadi
Undangrundang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2759);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611):
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9.Undangrundang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
R€Eihtsl Daerah (Larbaran N€gara Tahun 1997 Nomor, 41. Tambahan
Lembqran Negara Nomor 36E5), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-udang I'lomor 3{ Tahun 2000 bntang Porubahan Ahs
Undangrundang l{omor 18 Tahun 1997 tenbng Pajak lheah dan
R€eibusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 l.lomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 40t8X

10. Urdangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemsinbhan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor d), Tambahan Lembaran
Negara Nomor3839);

1'1. Undangrndang Nomq 25 Tahun lso tentang Perimbarqan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 384E);

12. Peratrran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tdmbahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2fiX) tontang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Proplnsl Sebagpl &erah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 20d) Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nom<lr 3954);

14. Peratunn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2@1 tentang Rebibusi Daerah
(Lembaran N€gaE Tahun 2@1 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianjur i.lomor 02 Tahun 2001 tentang
Tatacara Penyusunan Peratran Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah;

16. Perafuran Daerah Kabupaten Cianjur l.lomor 03 Tahun 2001 tentan'g
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan p€rsohrjuan

DEI'i/AI.I PERIA'AKLAT.I RAKYAT DAERAFI KABUPATEN CIAI\IJUR

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PEMTURAITI DAEMH TENTAl.lc PERIJINAN DAt{ PENDAFTARAN
TJSAFIA DI BIDAT{G PERDAGAT{GAI{.

BAB I

KETENTUAII{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertenfu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sotempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik lndonesia;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati bes€rta p€rangkat daerah otonom
sebagai Badan Eksekutif;

c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjuUr)ra dis€but DPRD adalah
Dewan Peru,akilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianiur;
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e. Dinas adalah dinas teknis yang monangani bidang perdagangan;

l. Kepala Dinas adalah Kepla Dinas yang menangani bidang
perdagangan;

g. Perdagangan adalah keseluruhan tatanan kegiatan yang terkait dengan
jual beli barang dan/atau Jasa baik s€cara langsung maupun tidak
langsung, baik dengan tuiuan pengalihan hak atas barang danlatau jasa
untuk seterusnya ataupun sementara dengan imbalan atau konpensasi;

h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifiat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekeria
serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik lndonesia untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

i. Surat ljin Usaha Perdagangan yang selanjufirya disebut SIUP adalah
surat ijin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;

j. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh
kegiatan perusahaan;

k. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau
bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan perusahaan induknya;

l. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili
lGntor Pusat Perusahaan unhrk melakukan suaht kegiatan darlatau
pengurusannya ditenfukan sesuai w€wenang yang diberikan dan
perusahaan yang difunjuk bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;

m. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta
atau koperasi yang dalam benfuknya berupa mal, supormarket, depar-
temenstore dan shopping center, dimana p€ngelolaannya dilaksanakan
secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja
dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan
dilengkapi tabel harga yang pasti.

n. Pameran Dagang, Konvensi dary'atau seminar dagang lokal adalah
pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang, yang diikuti
pesorta darlatau barang{asa dari sah.r atau beberapa KabupatervKota
dalam suaU Propinsi;

o. Sewa Bsli adalah iual beli barang dimana penjual melaksanakan
ponjualan barang dengan Gara m€mp€rhitungkan setiap pembayaran
yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang-
barang )ang telah disepakati bersama dan yang diil€t dalam suatu
perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari peniual
kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli
kepada penjual;

p. Perubahan perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan
adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk
perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemiliUp€nanggung
jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (Nrut/P), modal dan kekayaan bersih
(netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan iasa utama serta
jenis barang yang diperniagakan;

q. Perpanjangan perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan
adalah p€ryanjangan perijinan dan pendaftaran p€rusahaan usaha yang
diajukan oleh p€rorangan dan badan usaha pemilik ijin dan pemilik tanda
daftar yang telah habis masa berlakunya;
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r. Pedagang adalah perorangan ateu badan usaha yang melakukan
kegiatan pemiagaary'perdagangan secara terus menorus dengan brjuan
memporoleh laba;

s. Pedagang €ceran adalah (reatailer) adalah pororar€an atau badan
usaha yang kegiatan pokolmya melakukan penjualan secara langsung
kepada konsumen akhir dalam partai kecil;

t. Pedagang informal adalah perorangan yang 6dak memiliki badan usaha
yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam
skala kecil yang dijalankan oleh pongusahanln ssndiri;

u. Pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-
barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak,
sepeda atau sejenisnya;

v. Pedagang ,kaki lima adalah p€rorangan yang melakukan penjualan
barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau botoar dan
tempat-tempd untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan
miliknya;

w. Pedagang asongan atau bakul gendong adalah p€rorangan yang
menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan jalan
kaki;

x. Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat dihrtup dengan
tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai
khusus sebagai tempat ponympanan barang-barang porniagaan;

y. Ruangan adalah tempaUruang terbuka dengan tujuan untuk tidak
dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai
tempat penyimpanan barang-barang pomiagaan;

z. Tanda Daftar Gudang/ruangan yang selanjufrrya disebut TDGIR adalah
tanda bukti pendaftaran gudang/ruangan untuk digunakan sebagai
tempat penyimpanan barang-barang pemiagaan:

aa. Usaha Pergudangan kegiatan jasa pergudangan y?ng dilakukan oleh
suatu perusahaan atau p€rorangan melalui pemanfaatran gedung
miliknya sendiri, dan atau pihak lain unhrk mendukundnremperlancar
kegiatan perdagangan barang;

bb. Waralaba (franchies) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan
hak untuk memanf;aatkan dan/atau msnggunakan Hak Atas Kekayaan
lntelektual (FlAKl) atau ponemuan atau ciri khas usaha )ang dimiliki
pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan pihak lain ters€but, dalam rangka penyediaan darlatau
peniualan barang dan/atau jasa;

cc. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat
STPLfW adalah buldi pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba;

dd. Penerima waralaba (franchisee) adalah pororangan 6tau badan usaha
yang diberikan hak untuk memanfiaatan dan/atau menggunakan Hak
Atas Kekayaan lntelektral (l-lAKl) atau pon€muan atau ciri *has usaha
yang dimiliki pemberi waralaba;

ee. Pemberi waralaba (franchisor) adalah perorangan atau badan usaha
yang memberikan hak kepada pihak lain unfuk memanfiaatkan dar/atau'
menggunakan Hak Atas Kekayaan lntelekfual (I{AKD atau pon€rmuan
atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba;

tr. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang dib€ri kuasa untuk
melakukan sebagian atau sduruh kegiatan dari perusahaan lain yang
diageni dengan suatu ikatran atau perianjian;



gg. Keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dan suatu
perusahaan nasional dalam penunjukan unfuk melakukan perakitar/
pembuatary'manufaktur serta penjualar/disfribusi barang-barang modal
dan barang industri tertenil;

hh. Prinsipal adalah perusahaan induk c$ Luar Negeri/di Dalam Negeri yang
membuat barang-barang modal dan barang-barang indusfri tertenhr
dengan merk (Uad€ marUbrand) milik sendiri atau perusahaan atas
dasar kuasa penuh dari perusahaan induk, dan memiliki hak dan
wewonang ponuh unfuk memberilcan keagenan pada agen di lndonesia
sesuai dengan perusahaan induk tersebut;

ii. Hak Pemakai kios/losftokolrumah dan toko yang selanjutrya disingkat
HPI(L adalah hak pernakaian yang diberikan kepada orang atau badan
usaha yang monggunakan atau memanf;aatkan fasilitas kioa/losftoko/
rumah dan toko pasar yang dikuasai atau dimiliki pemerintah;

ii. Perubahan HPI(L adalah perubahan hak pemakaian atau penggunaan
kios/lodtokdrumah dan toko yang disebabkan trerjadinya jual beli atau
hibah kios/lo6/toko/rumah dan toko yang berada di wilayah pasar yang
dikuasai atau milik pemerintah;

kk. Rebibusi HPK/L adalah refiibusi yang diprngut sebagai pembayaran
atas pemberian atau penerblbn hak pemakai kios/loJtokdrumah dan
toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik pemerintah;

ll. Rebibusi daerah lrang selanjutnya disebut refribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertenb yang
khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah unhrk
kepentingan pribadi atau badan usaha;

mm. Wajib Rebibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan rebibusi diwajibkan untuk melakukan pemba!€ran
refibusi, tarmasuk pemungut atau pemotong retsibusi tertentJ;

nn. Masa retribusi adalah suahr jangka waktu tertenhr yang m€rupakan batas
wakhr bagi wajib retribusi untuk memanf;aatlcan iasa dan perijinan
tertentu dari PemErintah Daerah;

oo. Surat Setoran Retribusi Daerah lrang selanjtfrrya disinglcat SSRD adalah
surat yang oleh lvajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran re&ibusi yang tanrtang ke Kas Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk;

pp. Surat Ketetapan ReEibusi Daerah )tang selanjufirya disinglat SKRD
adabh surat Kepuhrsan yang menentukan besamlna jumlah rebibusi
yang terutang;

qq. Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lebih Bayar ltang selaniuhya
disirglcat SKRDLB adalah surat yang menentukan besamya iumlah
kelebihan pembayaran l€rena jumlah kr€dit retribusi lebih besar dari
pada refibusi )nang terutang atau tidak seharusnya terutang;

n. Surat Tagihan Rebibusi Daerah, selaniufrp disebut STRD adalah surat
yang menentrkan besarnya jumlah retibusi yang terutang;

ss. l(as Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.
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BAB II

JE NIS PER U INAI,I DAf{ PE NDAFTARAI.I USAFIA PE RDAGANGAI.I

Bagian Pertama

Jenis Perijinan

Pasal 2

Jenis perijinan di bidang perdagangan, meliputi :

a. ljin usaha perdagangan adalah ijin usaha )rang diberikan baik kepada
p€rorangan atrau badan usaha untulc melakukan kegiatan usaha
perdagangan;

b. ljin usaha s€wa b€li, jual beli dengan angsuran dan selva adalah ijin untuk
melakukan kegiatan usaha dengan sistem sewa beli;

c. ljin usaha pasar modern adalah ljin untuk melakukan^kegiatan usaha
pasar modern dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m';

d. Rekomendasi tjin usaha pasar modern adalah rekomendasi urthrk
pengajuan ijin usaha pasar d'rodem dengan luas gerai di atas 2.0m m? ke
lnstansi berwsnang di bidang perdagangan;

e. Persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan atau
seminar dagang lokal adalah persetujuan untuk melaksanakan kegiatan
pamsran dagang konvensi dan/atau seminar lokal;

f. Hak pemakaian 'kios/losftoko/rumah dan toko )rang berada di wilayah
pasar yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Pendaftaran

Pasal 3

Jenis pendaftaran di bidang perdagangan, meliputi :

a. Tanda daftar gudang/ruangan adalah tanda pendaftaran gudang/ruangan
untuk menyimpan barang-barang pemiagaan;

b. Tanda daftar usaha waralaba adalah tanda daftar unfi.rk melakukan
kegiatan usaha waralaba;

c. Tanda daftar keagenan produksi dalam negeri adalah tanda daftar untuk
melakukan kegiatan keagenan produksi dalam negeri;

d. Tanda daftar organisasi usaha/niaga tinglot Dewan Pimpinan Daerah
adalah tanda daftar organisasi usaha niaga yang berada di wilayah
daerah;

e. Tanda daftar lembaga perlindungan konsumen smdaya maslmrakat
(LPKSM) adalah tanda daftar yang diberilcan oleh Pemerintah Daerah
kepada LPKSM yang memrlnuhi persyaratan untuk bergerak di bidangf
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
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BAB III

hI,AMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PERIJINAT{ DAN
PENDAFfAR/AI\J USAFIA Dl BIDA IG PERDAGAT{GAN

Bagian Pertama

Nama

Pasal 4

Dengan nama retribusi perijinan dan pendaftaran usaha di bidang
perdagangan, dipungut rebibusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin dan
pendaftaran di bidang usaha perdagangan.

Bagian Kedua

Obyek dan Subyek SIUP

Pasal 5

(1) Obyek retribusi surat ijin usaha perdagangan adalah setiap pemberian
atau penerbitan SIUP.

(2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah lembaga yang bergerak
unfuk kegiatan sosial, pedagang keliling, p€dagang asongan, pedagang
pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(3) Subyek refibusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan
kegiatan usaha di bidang p€rdagangan.

Bagian Ketiga

Obyek dan Subyek ljin Usaha Sewa Beli

Pasal 6

(1) Obyek retribusi ijin usaha sewa b€li adalah sotiap pemberian atau
penerbitan tjin usaha s€vyzr beli (hire purrchase), iual boli dengan
angsuran dan sswa.

Q) Subyek retibusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan
kogiatan usaha perdagnngan dengan sistem sewa b€li, iual beli dengan
angsuran dan sewa.

Bagian Keempat

Obyek dan Subyek ljin Usaha Pasar Modem

Pasal 7

(1) Obyek refibusi ijin usaha pasar modern adalah setiap pemberian atau
penerbitan iiin usaha pasar modem dengan lms gerai sampai dengan
2.00O m'.

(2') Subyek rebibusi adalah setiap orang atau badan usaha baik milik swasta
maupun pemerintah yang melakukan kqgiatan usaha pasar modem,
dengan luas gerai sampai dengan 2.000 m'.

Bagian Kelima

Obyek dan Subyek Rekomendasi ljin Usaha Pasar Modem

Pasal I
(1) Obyek retribusi rekomendasi ijin usaha pasar modem adalah setiap

pemberian atau penerbitap rekornendasi ijin usaha pasar modem dengan
iuas gerai di atai 2.000 m2.

(2') Subyek rebibusi adalah orang, badan, pemerintah dan koperasi y?ng
melakukan kegiatan usaha pasr modem dengan luas gerai di atas
2.000 m2.



8t8

Bagian Keenam

Obyek dan Subyek Surat Persehriuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,
Konvemi dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 9

(1) Obyek retribusi surat persetuiuan penyelenggaraan pamoran'dagang,
konvensi danlatau seminar dagnng lokal adatah setiap pemberian atau
penerbitrn surat porssfuiuan peny*nggaraan parnoran dagnng.
konvensi dar/atau seminar dagang lokal.

(2) Subyek retribusi adalah perusahaan perorarlgan, badan usah8,
perwakilan perusahaan perdagangan asing dan atau instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah yang menyelenggnrakan dan rnengelola
parneran dagang, konvensi dan atau seminar dagang.

Bagbn Ketujuh

Obyek dan Subyek HPI(L

Pasal 10

(1) Obyek refribusi HPI(L adalah setiap pemberian atau penerbilan hak
pemakaian pemanhatan pasar yang berupa kios/losltoko/rurnah dan
toko yang berada di wilayah pasar yang dikuasai atau milik Pemsrintah
Daerah.

(2, Subyek retibusi adalah setiap orang gtau badan usaha y?ng
memanfaatkan fasilitas berupa kios/lo6/toko/rumah dan bko )fiang berada
di wilayah pasar yang dikuasai milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Gudang/Ruangan

hsal 11

(1) Obyek retribusi tanda daftar gudang/ruangan adalah setiap pemberian
atau penerbitan tanda daftar gudang/ruangan.

@ Subyek rebibusi adalah setiap orang atau badan usaha y?ng melakukan
keg iatan'penyrmpanan barang-barang pemlagtran.

-

Bagian Kesembilan

Obyek dan Subyek Tanda Htar Waralaba

Pasal 12

(1) Obyek rebibusi tahda daftar waralaba adalah setiap pemberian atau
penerbitan tanda pendaftaran warahba.

(2) Subyek refrihrsi adalah s€tiap orang atau badan usaha y?ng melakukan
kegiatan usaha dengan memanfaad€n atau m€nggunakan hak atas
kekayaan intelektual (MKl) atau pen€muan atau ciri khas r.lsafn yartg
dimiliki phak lain dengan suatr imbalan berdasarkan persyaratan y?ng
ditstapkan dalam perjanjian dengan p$hak lain.

Bagian Kesepuluh

Obyek dan Subyek Tarda ffir Keagenan

Pasal 13

(1) Obyek retribusi tanda daftar keagenan dalah setiap pemberian atau
penerbitan tanda daftar keagenan produksi Dalam Negeri.
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(2, Subyek r*ibusi adalah sedap orang atau badan usaha yang Mndak
s€bagai porantara untrk dan atas nama pihak yang menunfuknya unfuk
mdakukan penrbetian, per$uahn rtau pqnasaran tanpa melakukan
pemindahan atas fisik barang.

Bagian Keebelas

Obyek dan Subyek Tanda Daftar Orgnnisasi tJsaha/tliaga

Pasal 14

(1) Obyek rebibusi tanda daftar orgnnisasi usaha/niaga adalah setiap
pemberian atau penerbllan tanda daftar orgtrnlsasi usahdniaga tingkat
Dewan Pimpinan Daerah.

Q) Subyek refribusi adalah se$ap organlsasi usaha niaga yang berada di
wilayah daerah.

Bagian Kedua Belas

Obyek dan Subyek LPKSM
pasal 15

(1) Obyek reffibusi tanda daftar lembaga perlirdungan konsurnen swadaya
rnasyarakat (t-pKstvt) adalah s€tiap pemberian atau penerbitan LPKSM
yang melakukan kegiatan di wilayah daerah.

(2') Subyek refribusi adalah lembagn perlindungsn konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM) di wilayah daerah.

BAB IV

GOLONGAI,I RETRIBUSI

Pasal 16

Retibusi perijinan dan pendaftaran usaha di bidang perdagangan termasuk
rebibusi perijinan tertentu.

.BABV
KETENTUAT{ PERIJINAT.I DAT.I PENDAFTATUAhI USAFIA

DI BIDANG PERDAGAFIGAT.I

gian Pertama

SIUP

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakulon keglatan usaha
perdagangan, terlebih dahulu harus memiliki SIUP &ri Bupati.

@ SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri 9"ti :

a. SIUP kecil bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal
disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan
Rp 200.0m.000,- (dua rafus iuta ruprah) tidak tennasuk tanah dan
bangunan;

b. SIUP menengah bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal
dlsetor dan kekayaan bersih (nefro) seluruhnya lebih dari
Rp 200.000.000,- (dua ratus iuta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;
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c. SIUP besar bagl keglatan usaha perdqangan dengan modal disetor
dan kekayaan bersih (ndo) seluruhnya di atas Rp 500.0m.000,- ([ma
ratrs iuta rupah) tidak termreuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP sebagaimatu dimalcsud dalam ayat (2) Pasaf ini, berlaku selama 5
(ima) tahun s€iak tanggal diterbiean dan dapat diperpanpng kembali
selambat-lambahyr 3 (Ea) bulan sebelum habis masa b€rlakunya.

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan perijinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal t huruf p Perafuran Daerah ini, waiib
menyesuaikan ijin usaha perdagangan (SIUP).

Setiap cabang atau perwakihn perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf k Peratrran Daerah lni, uajib melapor dan
mendaftarkan cabang perusahaannya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

ljin Usaha Sewa B€li

Pasal 18

Setiap orang atrau badan usaha yang melakukan usaha perdagangan
dongan sistem s€wa beli, iual beli dengan angsuran dan sewa, terlebih
dahulu harus memiliki i$n usaha sowa beli dari Bupati.

ljin usaha s€wa beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbiUcan dan dapat
diperpaniang kembali selambatJambahya 3 (tiga) bulan sebelum habis
masa berlakunya.

Bagian Ketiga

ljin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modem

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha baik swasta tnauptn pemerintah yang
akan melakukan^kegiatan usaha pasar rnodern dengan luas gerai sampai
dengan 2.000 m', terbbih dahulu harus memiliki iiin usaha pasar modem
dari Bupati.

liin usaha pasar modem sebagaimana dimalcsud dalam ayat (1) Pasal
ini, berlaku selama 5 (lima) tahun seiak tanggal diterbi0on dan dapat
diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlakunya habis

Bagi usaha pasar modem dengan luas gerai diatas 2.000 m2 terlebih
dahulu harus merdapat rekomendasi rjin usaha pasar modern dari
Bupati.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dag?og, Konvensi
dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 20

Sefiiap perusahaan peromngdo, badan usaha, perwakilan perusahaan
perdagangan asing dan/atau instansi Pemerintah yang akan
menyelenggarakan/mengelola pameran dagarq, konvensi atau seminar
dagang lokal, terlenih dahulu harus mendapat perseftrjuan
penyelenggaraan dari Bupati.

Persetujuan penyelenggaraan sobagaimana dimalcsud dalam ayat (1)
Pasal ini, berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggEraan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Bagian Kelima

HPKIL

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan usaha yang menempati atau monggunakan
kiosnodbko/rumah dan toko dalam wilayah pasar yang dikuasai atau
milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu diharuskan mendapatkan atau
memiliki hak pemakaian dari Bupati.

@ Hak pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku
5 (lima) tahun sejak tanggal diterbiflcan dan diperpanjang kembali
selarnbat-lambahya 3 (tiga) bulan sebelum masa bedakunya habis.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan
barang perniagaan di dalam gudang/ruangan, terlebih dahulu harus
memiliki tanda dafrar gudanglruangan dari Bupati.

(2) Tanda daftar gudang/ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal diterbitkan
dan dapat diperpaniang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kqtujuh

fanda Daftar Waralaba

Pasal 23

(1) Setiap orang atrau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha derqan
memanfaatkan atau m€nggunakan hak abs kekayaan inblelchral atau
ponomuan atau ciri khas r.rsaha yang dimiliki ihak hin, dengan suaht
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian
dengan pihak lain, terlebih dahuhr harus rnemilki surat tffda daftar
usaha waralaba dari Bupati.

@ Tanda daftar usaha waralaba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini, berlaku selama perianjian antara pemberi waralaba (franchisor)
dengan penerima rmralaba (frarrchise) p€riode pertarna.

(3) Tanda daftar waralaba sebagaimana dimaksud dalam ay?t (1) Pasal ini,
harus dilakukan pendaftaran ulang (henigisffasf) setiap 5 (lima) tahun
sekali, dan dapat diperpanjang sslambat-lambahya 3 (tiga) bulan
sebelum jatuh tempo (henigi$asi).

Bagian Kedelapan

Tanda Daftar Keagenan

Pasal 24

(1) Setiap omng atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk
dan atas nama pihak yang menuniuknla untrk melakukan pembelian,
penjualary'pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang,
terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar keagenan dari Bupati.

(2) Tanda daftar keagenan sebagaimana dimaksud dalam a)tat (1) Pasal ini,
berlaku selama 3 (tiga) tahun seiak tanggal diterbitkan, dan dapat
diperpanjang kembali selambat-lambatrrya 3 (tiga) b,ulan sebelum habis
masa berlakunya.
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Bagian Kesembilan

Tanda ffir Organisasi usaha/t-liaga

Pasal 25

(1) Setiap organisasi/asoeiasi usaha/niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah
)rang berkedudukan di wilayah daerah, sebelum melakukan kegiatannya
terlebih dahulu harus memiliki tanda daftar organisasi usahdnraga dari
Bupati.

@ Tanda dafrar organisasi usaha/niaga sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, berlaku selarna 5 (lirna) tahun, dan dapat diperpaniang
kembali selambat{ambahya 3 (tga) bulan sebelum rnasa bedakunya
habis.

Bagian Kesepuluh

LPKSM

Pasal 26

(1) Setiap LPKSM yang melakukan kegiatan perlindmgan konsumen di
wilayah daerah, terlebih dahulu harus rnemiliki tanda daftar lembaga
perlindungan konsumen atau disingkat TDLPK dari Bupati.

(21 TDLPK sebagaimana dimaksud dalam a)rat (1) Pasal ini, bsrlaku solama
lembaga perlindungan konsumen srradaya masyarakat tersebut masih
menjalankan kegiatannya, dan harus melakukan daftar ulang setiap 5
(ima) tahun sekali, selambat'lambahya 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlakunya habis.

Paserl27

(1) Apabila teriadi kehilangan atau rusak, ijin/rekomendasi/persettjuan dan
tanda daftar sobagairnana dirnaksud dalam Pasal 17, 18, 19, 20, 27,n,
23, 24, 25 dan 26 Peraturan Daerah ini, pemilik waiib mengajukan
permohonan )ang baru kepada Bupati.

(2) Setiap p€rorangan atau-perusahaan yang telah memp€roleh tanda dafrar
dari Bupati, dapat :

a. diberhentikan sement?m, apabila ada laporan atau permintaan dari
p€iabat y?ng berrvenang bahwa pemegang surat iiir/surat
rekomendasi/surat persetujuan dan tanda daftar sedang dalam prossi
pemeriksaan atau sedang dalam proses sidang di pengadilan;

b. dicabut, apabila p€megang surat ijinlsurat rekomendasilsurat
persetujuan dan tanda daftar tersebut telah dijatuhi hukuman oleh
Pergadilan yang mempunlrai kekuatan hukum tetap atau
dimohor/diminta oleh yang bersangkutan.

BAB VI

TATA CAR/A PENERBITA}I PERUINAiI DAl.l PENDAFTARAN
USAI-IA DI BIDAhIG PERDAGANGAT.I

Pasal 28

Tata cara untuk memperoleh perijinan dan pendaftaran usaha di bidang
perdagangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

jf
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BAB VII

CARA MENGUKUR TINGIGT PENGGUNMN JASA
PERIJ INAT.I DAT{ PENDAFTARAI.I USAFIA

Dl BIDAI{G PERDAGAT{GAII

Bagian Pertama

SIUP dan ljin Usaha Sewa Beli

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa SIUP dan ijin usaha sdrya beli diukur berdasarlcan
jumlah modal yang digunalon untuk kegiatan usaha.

Bagian Kedua

ljin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modem

Pasal 30

(1) Tingkat p€nggunaan jasa ijin usaha pasar modem diukur berdasarkan
luas gerai sampai dengan 2.000 m'.

(2) Tingkat ponggunaan jasa rekomendasi usaha pasar modem diukur
berdasarkan luas gerai di atas 2.000 m'.

Bagian Ketiga

Surat Persefujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi
dar/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa persetujuan penyelenggaraan pam€ran dagang,
konvensi dar/atau seminar dagang lokal, diukur berdasarlon kegiatan
penyelenggaraan pameran dag ang, konvensi dan/atau seminar.

Bagian Keempat

HPK/L

Pasal 32

Tirylot penggunaan jasa hak pemakaian kiosllos, diukur berdasarkan
pemberian atau penerbitan halc pemakaian pemanfaatan kios/losltoko/ruma h
dan toko yang berada disekitar wilayah pasar yang dikuasai atau milik
Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 33

Tingkat penggunaan iasa pendaftaran gudang/ruangan, diukur berdasarkan
luas gudang/ruangan yang digunalon untuk penyimpanan barang
perniagaan.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Waralaba dan Keagenan

Pasal 34

Tinglcat penggunaan jasa tanda daftar waralaba dan keagenan, diukur
berdasarkan jumlah modal yang digunakan.
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Bagian Kehrjuh

Tarda Daftar Organisasi Usaha/tliaga dan LPKSM

Pasal 35

Tirgkat penggunaan fasa pendaftaran organisasi usaha/niaga dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), diukur berdasarka n
tempat kedudulcan.

BAB VIII

PRINSIP DAtl SASARAI.I DALAII, PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retibusi perijinan dan pendaftaran di
bidang perdagangan adalah unhrk mengganti biaya pembinaan dan
pengawasan melalui kegiatan operasional serta pemberiarlpenerbitan
perijinan dan pendaftaran.

BAB IX

STRUKTUR DAI-I BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

SIUP

Pasal 37

(1) Sfuktur dan besarnya rebibusi tiin usaha perdagangan ditetapkan
sebagai berikut:

a. SIUP Kecil :

Modal keria sampai dengan Rp 50.0@.000,- sebesar Rp 25.000,-;

Modal keria di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan
Rp 150.(n0.(n0r-sob€sar........oo............o......... Rp 5O,000r-;

Modal keria di atas Rp 150.000.000,- sampai dengan
Rp 200.000.000r- s€besar .....r......,................ Rp 1m.000r-.

b. SIUP Menengah :

Modal keria di atas Rp 200.0(X).(X10,- solltpsi dengan
Rp 350.qn,(n0r- sebesar ..o.....,.........,.......,..... Rp 150.ffi,-;
Modal keria di atas Rp 350.000.000,- somp?i dengan
Rp 500.m0.000r- s,ebesar ...............oo..or......... Rp 2S.000r-;

c. SIUP Besar modal kerja di atas Rp 500.O0.000,- Rp 300.000,-.

(21 Setiap SIUP yang di daftar ulang, wajib membayar retribusi sesuai tarip
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Setiap SIUP yang dirubah, rmjib membalnar refribusi sebesar 50 % (lima
pers€n) dari tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua

ljin Usaha Sewa Beli

Pasal 38

(1) Sfuktur dan besamya retribusi rjln usaha s€wil beli (hire purchase)
ditetapkan sebesar Rp 150.000,-.

(2) Setiap ijin usaha sewa beli (hire purchase) yang di daftar ulang, wajib
membayar rebibusi sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini.



15

(3) Setiap ijin usaha sewa beli (hire purchase) yang dirubah, wajib
membayar refribusi sebesar 50 % $ima puluh pers€n) dari tarip
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketiga

ljin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern

Pasal 39

(1) Stuktur dan besamya refiibusi ijin usaha pasar modern, dengan luas
gerai sampai dengan 2.000 m', ditetapkan sebesar Rp 300.m,-.

(2) Setiap ijin usaha pasar modern yang di daftar ulang, wajib membayar
retribusi sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Setiap ijin usaha pasar modem yang dirubah, wajib membayar rebibusi
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 40

StruHur dan besarnya retribusi rekomendasi pasar modern dengan luas gerai
di atas 2.000 m', ditetapkan sebesar Rp 2S.000,-.

Bagian Keempat

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi
dan/atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 41

Sbukhrr dan besamya retibusi persetujuan penyelenggaraan pameran
dagang, konvensi atau serninar dagang lokal, ditetapkan sebosar
Rp 15O.00O,-.

Bagian Kelima

{PK/L
Pasp,l 42

(1) Sbuktur dan besamya rebibusi hak p€rnakaian kioa/lo€/tokdrumah dan
toko, ditetapkan sebagai berikut :

a. Kios sebesar............ Rp 15.000,-;
b. Los sebesar ...... Rp 10.000,-;
c. Toko sgbaar ............................... Rp 20.000,-;
d. Rumah dan toko sebesar ...... Rp 25.000,-.

(2) Setiap perpanjangan hak pemakaian kidlosltoko/rumah dan toko, wajib
membayar rebibusi, sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini.

(3) Setiap perubahan hak pemakaian kiodlos/toko/rumah dan toko, wajib
membayar retribusi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai jual
kios/los/tokdrumah dan toko, dengan batas minimal tarip retribusi
ditetapkan sebesar Rp 200.000,- p€r hak pemakaian kios/losftoko/rumah
dan toko.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 4il

(1) Sbuktur dan besarnya retribusi tanda daftar gudang/ruangan, ditetapkan
sebagai berikut :
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a. luas sampai dengan 500 m2 Rp 500,-/m2; 
A

b. luas di atas 500 m2 s3mpai dengan 1.500 m2 Fp 750,-1m2, 
^c. luas di atas 1.500 m2 sampai dongan 2.500 m' Rp 1.000,Jm2;

d. luas di atas 2.500 m2 Rp i.250,Jm2.

(2) Setiap perpanjangan tanda daftar gudang/ruangan, wajib membayar
rebibusi sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Setiap perubahan tanda daftar gudang/ruangan, wajib membayar
refribusi sebesar 50 % (lima puluh pors€n) dari tarip sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketujuh

Tanda Daftar Usaha Waralaba

Pasal 44

(1) Sbuktur dan besarnya retribusi tanda dafrar usaha waralaba, ditetapkan
sebesar Rp 100.000,-.

(2) Setiap tanda daftar usaha waralaba yang di daftar ulang, wajib membayar
reffibusi sssuai dengan tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini.

(3) Setiap tanda daftar usaha waralaba yang dirubah sebelum masa
berlakunya berakhir, wajib membayar rebibusi sebesar 50% (lima puluh
pers€n) dari tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedelapan

Ianda Daftar Keagenan

Pasal 45

(1) Sbukfur dan besarnya retribusi tanda daftar keagenan ditetapkan sebagai
berikut :

a. keagenan golongan kecil yang modal usahanya sampai dengan Rp
200.0m.0C1(1,- sebesar Rp 25.000,-;

b. keagenan golongan menengah )rang modal usahanya di atas Rp
200.0m.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- seb€sar Rp 50.000,-;

c. keagenan golongan besar yang rnodal usahanya di atas Rp
500.000.000,- sebesar Rp 1 00.000,-.

(2') Setiap tanda daftar keagenan yang di dafiar ulang, wajib membayar
retibusi sesuai tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Setiap tanda daftar keagenan yang'dirubah sebelum masa berlakunln
habis, wajib membayar rebibusi sebesar 50 % $ima puluh persen) dari
tarip sebagaimana dimaksud dalam a)rat (1) Pasal ini,

Bagian Kesembihn

Tanda Daftar Organisasi UsahaNiaga

Pasal 46

(1) Stuktur dan besamlna retribusi tanda daftar organisasi usaha/niaga
ditetapkan sebesar Rp 1m.000,-.

(2, Setiap tanda daftar organisasi usaha/niaga yang diriaftar ulang, wajib
membayar retibusi sesuai tarip sebagairnana dirnalcsud dalam ayat (1)
Pasal ini.

(3) Setiap tanda daftar organisasi usaha/niaga yang dirubah, wajib
membayar retribusi sebesar 50 % (lima putuh pors€n) dari tarip
sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) Pasal ini.

7(

;l*r
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Bagian Keeepuluh

LPKSM

Pasal 47

(1) Sbuktur dan besamya rebibusi Tanda Daftar Lembaga Pedindurgan
Konsumen Srndaya Masyarakat (LPKSM) diletapkan sebesar
Rp 5O.0S,-.

(2) Setiap LPKSM yang di daftar ulang, wajib membayar rebibusi sesuai
tarip sebagaimana dimaksud dalam alnt (1) Pasal ini.

(3) Setiap LKPSM yang dirubah sebdum masa berlakunya berakhir, wajib
membayar rebibusi sebesar Rp 50 % (lima puluh porson) dari tarip
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BA8 X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 48

(1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.

Q) Tata cara pembayaran dan tempat p€mbayaran rebibusi akan ditetapkan
oleh Bupati. 

:

(3) Penyetoran reFibusi ke Kas Daerah.

Pasal 49

(1) Pembayaran retibusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat yang dihrniuk dapat memberikan ijin kepada wajib
retibusi untuk mongangsur retibusi yang terhutang dalam kurun waldu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara p€mbayaran, tempat pombayaran, penundaan pembayaran
refribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 50

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17
Peraturan Daerah ini dib€ril€n tanda buldi pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan,

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan refibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2t
Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XI

INSTAhISI PEMUNGUT

Pasal 51

lnstansi p€mungut akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

lr
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BAB XII

P E M BI N AAI.IIPE NG AWASAI.I

Pasal 52

Pembinaar/pengawasan untuk pelalaanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUANI PIDAT.IA

Pasal 53

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 , 18, 19, n, 21 , 22,23,24, 25
dan Pasal 26 Perafuran Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.0q),- (lima juta

rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan
pendapatan daerah.

BAB XIV

PENYIDIKA}.I

Pasal 5.4

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh
Pegawai Negeri Sipil di lingfungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima, mencari, msngumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang reUibusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan pidana rebibusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, cahtan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang rebibusi;

e. melakulsn penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan 6ndak pidana dibidang rekibusi;

g. menyuruh bierhenti, melarang sesoorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf
e;

h. memotret seseorang yang berkaitran dengan tindak pidana retribusi;

i. menangani, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
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k. melakulon tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibkJang retibusi menurut hulilm yang dapat
d ipertangg ungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik rcLRl.

BAB XV

KETENTUAI,I PER,qLIFI.AN

Pasd a5

Perijinan dan pendaftaran usaha perdagangan )rang dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku, dan selambat-
lambatnya dalam jangle waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Daerah ini harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB: XVI

KETENTUAN PENUruP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pergundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannyia dalam Lembaran Daerah lGbupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januan?OA,4

, BUPATI ClAl,lJUR,

Cap/td.-

WASIDI SWASTOMO

Poraturan Daerah ini disetujui oleh Demn Perwakilan Rakyrat Daerah
Kabupaten Cianjur dengan Keputusan llomor 1 72.2JO1lDPRDl2m4 tanggal
29 Januari 20O4.

Diurdangkan di Cianjur
30 Januari 2OO4

DAERA}.I,

RNA

LEMBARAT{
SERI B.

061 022
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